PERATURAN BUPATI GRESIK
NOMOR 27 TAHUN 2013

TENTANG

PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH DAERAH KEPADA

Menimbang

PERSEROAN TERBATAS GRESIK MIGAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GRESIK,

bahwa PT. Gresik Migas adalah Badan Usaha milik daerah
yang sahamnya milik Pemerintah Kabupaten Gresik, perlu
terus ditingkatkan permodalannya, sehingga dapat
mengembangkan usahanya, meraih laba untuk dapat
memberikan deviden kepada Pemerintah Kabupaten Gresik
sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah;

bahwa untuk mengembangkan, mendukung kinerja
perusahaan dan meningkatkan struktur permodalan Badan
Usaha Milik Daerah PT Gresik Migas, perlu melakukan
penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah
Kabupaten Gresik Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas
yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Kabupaten Gresik Tahun Anggaran 2013;

bahwa sampai dengan saat ini, modal yang telah disetor oleh
pendiri sebesar Rp3.820.000.000 (tiga milyar delapan ratus
dua puluh juta rupiah) dari modal dasar sebagaimana telah
diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2
Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas dan
ditetapkan dalam Pasal 4 Akte Pendirian Perseroan
Terbatas PT Gresik Migas yang didirikan sesuai dengan

Akta Notaris Arief Hidajat, S.H., M.Si Nomor 43 tanggal

1



Mengingat

: 1.

29 Oktober 2007 yang telah disahkan sebagai Badan
Hukum dengan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi
Manusia  Republik  Indonesia  Nomor : AHU-
08065.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan Badan
Hukum Perseroan, sebesar Rp8.000.000.000 (delapan
milyar rupiah);

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan
Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada Perseroan
Terbatas Gresik Migas, dan mengacu pada ayat (8) Pasal
71 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun
2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011,
yang berbunyi Penyertaan modal dalam rangka
pemenuhan kewajiban yang telah tercantum dalam
peraturan daerah penyertaan modal pada tahun-tahun
sebelumnya, tidak diterbitkan peraturan daerah
tersendiri sepanjang jumlah anggaran penyertaan modal
tersebut belum melebihi jumlah penyertaan modal yang
telah ditetapkan pada peraturan daerah tentang
penyertaan modal, maka perlu menetapkan Peraturan
Bupati tentang penambahan  penyertaan  modal
Pemerintah Daerah;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a., huruf b., huruf c., dan huruf
d., perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang
Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah

Kepada Perseroan Terbatas Gresik Migas;

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang
Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana diubah
dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang
Perubahan Batas Wilayah Kota Praja Surabaya dan
Daerah Tingkat II Surabaya (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 2730)



Undang-Undang Nomor 17 tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4286);

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana
telah diubah untuk keduakalinya dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang
Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4724);

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan
Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4756);

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang
PedomanPembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4593);



10.

11.

12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang
Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah,
Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4737);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006
tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah,
sebagaimana telah diubah keduakalinya dengan
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2006
Tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 2
Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 8  Tahun
2009 Tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten
Gresik Pada Perseroan Terbatas (PT) Gresik Migas (Lembaran
Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2009 Nomor 8);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 10 Tahun 2006
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah
(Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2006 Nomor 10);
Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 1 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Pemerintah Daerah Kepada
Perseroan Terbatas Gresik Migas (Lembaran Daerah
Kabupaten Gresik Tahun 2012 Nomor 1);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2 Tahun 2012
tentang Pedoman Pembentukan Perundang-undangan di
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012
Nomor 2);

Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 22 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Gresik Tahun 2012
Nomor 22);

Peraturan Bupati Gresik Nomor 38 Tahun 2012 tentang
Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Gresik
Tahun 2012 Nomor 938);



Menetapkan :

MEMUTUSKAN:
PERATURAN BUPATI TENTANG PENYERTAAN MODAL
PEMERINTAH DAERAH KEPADA PERSEROAN TERBATAS
GRESIK MIGAS.

Pasal 1

Pemerintah Daerah Kabupaten Gresik melakukan
penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah kedalam
modal saham perusahaan Perseroan Terbatas PT Gresik Migas
yang didirikan sesuai dengan Akta Notaris Arief Hidajat, S.H.,
M.Si Nomor 43 tanggal 29 Oktober 2007, yang telah sah
berbadan hukum Indonesia sesuai dengan Keputusan Menteri
Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor :
AHU-08065.AH.01.01. Tahun 2008 tentang Pengesahan
Badan Hukum Perseroan, dan statusnya sebagai Badan Usaha
Milik Daerah (BUMD) milik Pemerintah Kabupaten Gresik
berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Gresik Nomor 2

Tahun 2006 tentang Perseroan Terbatas Gresik Migas

Pasal 2

(1) Nilai penambahan penyertaan modal kedalam modal
saham perusahaan Perseroan Terbatas PT Gresik Migas
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 sebesar
Rp4.180.000.000,00 (empat milyar seratus delapan puluh
juta rupiah).

(2) Penambahan penyertaan modal Pemerintah Daerah
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten

Gresik Tahun Anggaran 2013.

Pasal 3

Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat
(1) merupakan bagian modal disetor Pemerintah Daerah
kepada PT. Gresik Migas yang diakumulasikan dan
diperhitungkan sebagai modal yang bersumber dari APBD.



Pasal 4

Pemerintah Kabupaten Gresik berhak memperoleh Sertifikat
Kepemilikan Saham yang wajib dipenuhi oleh PT. Gresik
Migas setelah realisasi Penyertaan Modal Daerah dilakukan
dan/atau setelah modal disahkan dalam Rapat Umum

Pemegang Saham.
Pasal 5

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Gresik.

Ditetapkan di Gresik
pada tanggal 14 Agustus 2013

BUPATI GRESIK,

Ttd.

Dr. Ir. H. SAMBARI HALIM RADIANTO, ST., M.Si.

Diundangkan di Gresik
pada tanggal 14 Agustus 2013

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GRESIK,

Ttd.
Ir. MOCH. NADJIB, MM

Pembina Utama Madya
NIP. 19551017 198303 1 005

BERITA DAERAH KABUPATEN GRESIK TAHUN 2013 NOMOR 1183



